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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (“Perpres 

9/2009”) memberikan pengertian Lembaga Pembiayaan yaitu badan usaha 

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau 

barang modal. Sedangkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang 

secara khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, 

Pembiayaan Konsumen dan/atau usaha Kartu Kredit. Pengawasan terhadap 

aktivitas bisnis Lembaga Pembiayaan awalnya secara formil didasari oleh 

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2006 tentang Perusahaan 

Pembiayaan (“PMK 84/2006”) sebelum pengawasan atas Perusahaan 

Pembiayaan beralih dari Kementrian Keuangan kepada OJK, dimana skema 

pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah dengan cara 

pengadaan suatu barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Konsumen dengan 

pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada supplier. 

Namun sejak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (“UUOJK”), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan 

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan beralih 

dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan kepada OJK.
1
 Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

                                                           
1
 Pasal 55 ayat (1) UU OJK. 
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Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(“UUOJK”): 

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. 

Dalam pelaksanaannya, OJK memberikan pengaturan mengenai 

Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan (“POJK 35/2018”) Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa 

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Penyediaan dana dari 

lembaga keuangan non Bank salah satunya melalui lembaga pembiayaan ini 

dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif yang potensial bagi 

Debitur untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yaitu 

dengan jenis pembiayaan multiguna. Kepala Departemen Pengawasan 

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK, Bambang W. Budiawan 

mengatakan, kenaikan pembiayaan multiguna didorong oleh kenaikan 

permintaan masyarakat atas pembiayaan fasilitas dana. Beliau mengatakan: 

“Pembiayaan multiguna naik adalah dampak dari relaksasi pembiayaan 

fasilitas dana yang diizinkan melalui POJK 35/2018”.
2
 

POJK 35/2018 merupakan penyempurnaan dari POJK No. 29/POJK.07/ 

2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 

                                                           
2
 https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menyebut-pembiayaan-multiguna-meningkat-karena-

relaksasi-aturan yang diakses pada tanggal 26 Desember 2019  

https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menyebut-pembiayaan-multiguna-meningkat-karena-relaksasi-aturan
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menyebut-pembiayaan-multiguna-meningkat-karena-relaksasi-aturan
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29/2017”). Berdasarkan penjelasan umum POJK 35/2018 diungkapkan poin 

penyempurnaannya yaitu peningkatan peranan perusahaan pembiayaan usaha 

produktif minimum
3
, kemudian perluasan kegiatan usaha, kerjasama 

pembiayaan dan fintech oleh multifinance. Kedua, peningkatan pengaturan 

prudensial, yaitu penerbitan Efek sebagai sumber pendanaan, batasan insentif 

akuisisi pembiayaan dan pengendalian fraud dan strategi anti fraud. 

Sementara yang ketiga, berupa peningkatan perlindungan konsumen melalui 

transparansi tingkat bunga, larangan menggadaikan bukti agunan, kewajiban 

pengembalian bukti agunan, pemeliharaan bukti agunan, dan penarikan dana 

dan penjualan agunan. Berdasarkan Pasal 2 POJK 35/2018, diatur bahwa 

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan antara 

lain meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan 

multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain yang disetujui OJK, serta 

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (operating lease) 

dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Atas masing-

masing pembiayaan tersebut, dapat dijelaskan secara singkat masing-masing 

pengertiannya sebagai berikut: 

 

                                                           
3
 Penulis : yang dimaksud dengan peningkatan Peran Perusahaan Pembiayaan Usaha Produktif 

Minimum adalah adanya pengaturan dari OJK melalui POJK 35/2018 yaitu untuk mendorong 
Perusahaan Pembiayaan menyalurkan dananya kepada usaha-usaha masyarakat yang sifatnya 
Produktif. Hal ini dikarenakan sampai saat ini porsi penyaluran dana ke sektor Produktif tersebut 
masih berada dibawah 10% darijumlah pembiayaan yang telah disalurkan. 
Dikutip dari pendapat Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK – 
Riswinandi pada situs https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-wajibkan-10-kredit-multifinance-
mengalir-ke-sektor-produktif yang diakses pada tanggal 26 Desember 2019 

https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-wajibkan-10-kredit-multifinance-mengalir-ke-sektor-produktif
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-wajibkan-10-kredit-multifinance-mengalir-ke-sektor-produktif
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1. Pembiayaan Investasi 

Berdasarkan pengertiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 

POJK 35/2018: 

“Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta 

jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, 

modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang 

diberikan kepada Debitur” 

Kegiatan pembiayaan ini hanya ditujukan untuk membiayai Debitur 

yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide pengembangan 

usaha produktif, sehingga tidak dimaksudkan untuk pembiayaan 

konsumtif.
4
 Pasal 4 ayat (1) POJK 35/2018 mewajibkan untuk 

pembiayaan investasi dilakukan dengan cara sewa pembiayaan, jual dan 

sewa balik, Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dari penjual 

Piutang, Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, 

Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran, pembiayaan Proyek, 

Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih 

dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. 

2. Pembiayaan Modal Kerja 

Pengertian dari Pembiayaan Modal Kerja diatur dalam Pasal 1 angka 3 

POJK 35/2018, yaitu: 

“Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas 

usaha Debitur”. 

Sebagaimana diwajibkan pada pembiayaan investasi, atas pembiayaan 

modal kerja ini juga hanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan 

                                                           
4
 Pasal 3 POJK 35/2018 



 

5 
 

Debitur yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide 

pengembangan usaha produktif. Pasal 4 ayat (2) POJK 35/2018, 

pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan cara Jual dan Sewa 

Balik, Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dari penjual Piutang, 

Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, Fasilitas 

Modal Usaha, dan/atau pembiayaan lain yang mendapat persetujuan 

dari OJK terlebih dahulu. 

3. Pembiayaan Multiguna 

Pembiayaan Multiguna yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian 

ini adalah Pembiayaan Multiguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

angka 4 POJK 35/2018: 

“Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa 

yang diperlukan oleh Debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan 

bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam 

jangka waktu yang diperjanjikan” 

Pasal 4 ayat (3) POJK 35/2018 mengatur bahwa Pembiayaan Multiguna 

wajib dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Pembelian dengan 

Pembayaran secara Angsuran, Fasilitas Dana dan/atau pembiayaan lain 

setelah mendapat persetujuan dari OJK terlebih dahulu. 

4. Pembiayaan lain yang disetujui OJK 

Pasal 5 ayat (1) POJK 35/2018 mengatur pembiayaan lain ini harus 

memenuhi persyaratan untuk dapat disetujui oleh OJK, antara lain: 

a. Rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan 

cara pembiayaan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis 

Perusahaan Pembiayaan. 
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b. Memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum 

sehat. 

c. Memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah. 

d. Memenuhi ketentuan gearing ratio. 

e. Memiliki Ekuitas paling seidkit Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus 

miliar Rupiah) dan 

f. Tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh OJK. 

Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan kegiatas usaha 

pembiayaan lain ini wajib mengajukan permohonan kepada OJK 

dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian mengenai: 

a. Produk yang dipasarkan; 

b. Analisis prospek usaha; 

c. Mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan; 

d. Hak dan kewajiban para pihak; dan 

e. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. 

Dalam penelitian ini, akan dikhususkan bahasan mengenai Pembiayaan 

Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana sebagaimana draft kontrak Perjanjian 

Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana yang diterapkan oleh PT 

Clipan Finance Indonesia Tbk. yang dijadikan contoh dalam menganalisis 

penerapan kontrak untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 

Secara umum pembiayaan multiguna adalah: 

1. Definisi Pembiayaan Multiguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 

4 POJK 35/2018 yaitu: 
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“Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa 

yang diperlukan oleh Debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan 

untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu 

yang diperjanjikan”. 

2. Pembiayaan Multiguna tersebut wajib dilakukan dengan cara:
5
 

a. Sewa Pembiayaan; 

b. Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran; 

c. Fasilitas Dana; dan/atau 

d. Pembiayaan lain setelah lebih dahulu mendapat persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Pembiayaan Multiguna memiliki karakteristik penyaluran pembiayaan 

dalam bentuk dana tunai secara langsung kepada Debitur yang dikenal 

Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas Dana sebagaimana didefinisikan 

dalam Pasal 1 angka 14 POJK 35/2018 dan akan dibahas lebih rinci pada 

bahasan berikutnya. 

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan ini, prosedur awal 

yang akan dilakukan adalah dengan cara penandatanganan kontrak atau 

perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (Kreditur) dengan 

konsumen (Debitur) sebagai perjanjian pokok dimana klausul dalam 

perjanjian telah ditentukan oleh Kreditur yang dikenal dengan perjanjian 

baku. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan 

                                                           
5
 Pasal 4 ayat (3) POJK 35/2018 
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suatu hal.
6
 Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara perusahaan 

pembiayaan dan konsumen sebagai Debitur yang membutuhkan pembiayaan. 

Perjanjian pembiayaan adalah berupa perjanjian baku disebut juga perjanjian 

standar. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan perjanjian baku adalah 

perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau 

pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 

pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, 

rumusan dan ukuran.
7
 Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha selalu 

berada pada posisi yang lebih kuat berhadapan dengan konsumen yang berada 

pada posisi lebih lemah. Konsumen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:
8
 

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan 

kepadanya, menyetujui perjanjian dengan syarat-syarat baku yang 

disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan 

sebutan “take it”, atau 

2. Jika konsumen tidak menyetujui dengan syarat-syarat baku yang 

ditawarkan, jangan membuat perjanjian dengan usaha yang bersangkutan. 

Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan “leave it”. 

                                                           
6
 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, hlm. 1 

7
 Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, 

Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 6 
Penulis : Perjanjian Baku erat kaitannya dengan Perlindungan Konsumen (Debitur), dalam hal ini 
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan 
definisi secara eksplisit mengenai Perjanjian Baku, namun Pasal 1 angka 10 UUPK memberikan 
definisi Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku  usaha yang dituangkan 
dalam suatu dokumen dan/atau perjanjain yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen. 
8
 Ibid, hlm. 3 
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Dalam pembiayaan multiguna, Perjanjian Pembiayaan Multiguna 

termasuk perjanjian tidak bernama (innominaat) yang tidak tercantum dalam 

KUHPerdata dan KUHDagang. Tetapi konstruksi pembiayaan berdasarkan 

pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak alias alas hukum bagi para 

pihak. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Dalam hal ini perjanjian pembiayaan multiguna dibuat antara pihak 

Perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur dan Pihak Konsumen sebagai 

Debitur yang membutuhkan pembiayaan. Pada prinsipnya dalam perjanjian 

pembiayaan multiguna mewajibkan Debitur untuk menyerahkan aset berharga 

yang dimiliki oleh pihak Debitur yang diserahkan secara fidusia sebagai 

jaminan atau agunan dalam perjanjian berupa bukti kepemilikan kendaraan 

bermotor (“BPKB”) kepada Perusahaan Pembiayaan. Sehingga dalam 

perjanjian pembiayaan, hanya bermodalkan agunan, berupa Sertifikat Rumah, 

BPKB mobil atau motor, fasilitas pembiayaan bisa didapatkan.
9
 Dalam Pasal 

1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

dinyatakan bahwa: 

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilkannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. 

Atas penandatanganan perjanjian baku tersebut diharapkan bagi 

konsumen untuk berhati-hati dan memperhatikan dengan baik isi klausul 

perjanjian baku tersebut sebagai bentuk persetujuannya dalam penerimaan 

                                                           
9
 Sikapiuangmu.go.id, http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/246 di akses pada 

tanggal 26 Desember 2019 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/246
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dana. Klausul baku tersebut mengatur pula hak dan kewajiban para pihak 

berikut bentuk pengakhiran perjanjian dalam hal Debitur gagal bayar atau 

wanprestasi. Sehingga Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Perusahaan 

Pembiayaan (multifinance) kepada konsumen sebagai Debitur penerima 

pinjaman mengandung risiko dari kemungkinan gagal bayar Debitur 

dimaksud. Bila hal tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerugian bagi 

Perusahaan Pembiayaan (multifinance). Oleh karena itu, standarisasi 

minimum isi dalam perjanjian tersebut telah diatur dalam POJK 35/2018 

yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum baik kepada Debitur dalam 

rangka perolehan dana dan pengembalian sisa hasil eksekusi objek jaminan 

(dalam hal wanprestasi) maupun kepada Kreditur dalam rangka memastikan 

pengembalian dana yang telah disalurkan kepada Debitur sesuai dengan 

ketepatan pembayaran.  

Pembiayaan Multiguna dengan cara fasilitas dana baru diatur sejak tahun 

2018 lalu sebagaimana dirumuskan dalam POJK No. 35/2018 sebagai suatu 

visi  OJK untuk mendorong perekonomian Nasional dan membuka opsi 

perluasan kegiatan usaha baik dari sisi Perusahaan Pembiayaan sebagai 

Kreditur maupun dari sisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman tanpa 

melalui Bank atau Debitur yaitu dengan adanya fasilitas pembiayaan 

multiguna pemberian dana tunai (yang saat ini dikenal dengan fasilitas dana) 

dengan pemberian sejumlah syarat yang harus dipenuhi para pihak. 

Perusahaan Pembiayaan ini hadir untuk memudahkan rencana kebutuhan 

masyarakat yang ingin mendapatkan pendanaan tanpa melalui lembaga 
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Perbankan yang dianggap memiliki prosedur pencairan dana cukup sulit dan 

lama. Perusahaan Pembiayaan memberikan terobosan berupa penawaran 

beberapa macam pembiayaan seperti fasilitas pembiayaan investasi, modal 

kerja, dan yang paling diminati adalah fasilitas pembiayaan multiguna yang 

tujuan penggunaan dananya dapat digunakan untuk bermacam-macam 

kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan Debiturnya, terlebih 

pembiayaan multiguna tersebut dilakukan dengan cara fasilitas dana atau 

penyaluran dana tunai. Pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana ini 

dibuat dalam suatu kerangkan hukum perdata yaitu hukum perjanjian berupa 

utang piutang diantara Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur dan 

Konsumen selaku Kreditur. Namun demikian, sebelum berlakunya POJK 

35/2018, Perusahaan Pembiayaan dalam rangka menjalankan kegiatan 

usahanya, tidak dapat menyalurkan dana secara tunai kepada Debitur 

sebagaimana halnya yang dapat dilakukan saat ini yaitu melalui pembiayaan 

multiguna dengan cara fasilitas dana. Dari definisinya, Perusahaan 

Pembiayaan merupakan suatu badan yang kegiatan usahanya berupa 

pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Debitur. Pengadaan 

barang dan/atau jasa tersebut dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang 

berhubungan langsung dengan pihak supplier barang dam/atau jasa, tanpa 

pemberian dana tunai secara langsung kepada Debitur. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Bambang W Budiawan, Kepala Departemen Pengawasan IKNB 

2B OJK yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendorong 

pertumbuhan pembiayaan industri multifinance dengan membuka opsi 
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pembiayaan baru melalui fasilitas dana atau dana tunai. Dalam POJK 35/2018 

dibuka berbagai skema pembiayaan yang lebih luas agar supada ada opsi bagi 

masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas itu.
10

  

Dikarenakan terdapat suatu konsep baru pembiayaan dengan cara 

fasilitas dana ini, menurut hemat Penulis, masyarakat khususnya Notaris 

selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik
11

 atas suatu 

tindakan hukum yang dikehendaki para pihak untuk dikonstatir kedalam suatu 

Akta Autentik
12

, perlu mengetahui dengan jelas karakteristik dan penerapan 

kontrak pembiayaan multiguna fasilitas dana tersebut, agar nantinya produk 

Akta yang dikeluarkan dapat memiliki kekuatan hukum sebagai Akta 

Autentik dan menjadi alat bukti yang sempurna dalam hal dipersengketakan 

oleh para pihak.  

Atas dasar itulah, penelitian disusun dengan harapan dapat memberikan 

suatu gambaran kepada masyarakat mengenai perjanjian pembiayaan 

multiguna khususnya yang dilakukan dengan cara fasilitas dana. Akhirnya 

penulis memberikan judul dalam penelitian atau karya tulis ini dengan judul 

“Analisis Hukum Mengenai Karakteristik Dan Penerapan Kontrak 

Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan dalam latar belakang, dapat 

ditarik dua permasalahan hukum sebagai berikut: 

                                                           
10

 Diintisarikan dari https://finansial.bisnis.com/read/20190117/89/879514/ojk-pojk-35-untuk-
pacu-pembiayaan yang diunduh pada tanggal 8 Desember 2019. 
11

 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUN”). 
12

 Pasal 15 ayat (1) UUJN. 

https://finansial.bisnis.com/read/20190117/89/879514/ojk-pojk-35-untuk-pacu-pembiayaan
https://finansial.bisnis.com/read/20190117/89/879514/ojk-pojk-35-untuk-pacu-pembiayaan


 

13 
 

1. Bagaimana Karakteristik Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Fasilitas 

Dana? 

2. Bagaimana Penerapan Kontrak Pembiayaan Multiguna Dengan Cara 

Fasilitas Dana? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang karakteristik pembiayaan multiguna dengan 

cara fasilitas dana yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan 

sebagai Alternatif Sumber Pendanaan tanpa melalui 

Pinjaman/Kredit dari Perbankan.  

2. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana bentuk Kontrak Pembiayaan Multiguna Dengan Cara 

Fasilitas Dana sebagaimana draft kontrak yang diterapkan oleh 

PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai contoh dalam 

menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata 

tentang karakteristik pembiayaan multiguna.  

2. Manfaat Praktis 
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Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi para pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

dalam menganalisis perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan 

Cara Fasilitas Dana yang diterapkan oleh  PT Clipan Finance 

Indonesia Tbk. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami penulisan hukum ini, baik bagi penulis 

dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, maka penulis 

menyusun pembahasannya yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab 

terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut: 

Bab 1. Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Landasan Teoritis mengenai Teori 

kepastian Hukum, Teori Perundang-undangan, Sumber Hukum Pembiayaan, 

Pengertian Umum Pembiayaan, Uraian tentang Otoritas Pembiayaan, 

Perusahaan Pembiayaan dan Landasan Konseptual. 

Bab 3. Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Metode Penelitian yang memuat Jenis 

Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan Yang Digunakan dan 

Analisis Hukum. 

Bab 4. Analisis dan Pembahasan 
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Dalam bab ini diuraikan mengenai 2 (dua ) sub bab yang merupakan 

pembahasan atas rumusan permasalah yang diangkat oleh penulis dalam 

penelitian ini, antara lain  Bagaimana Karakteristik Pembiayaan Multiguna 

Dengan Cara Fasilitas Dana dan Bagaimana Penerapan Kontrak Pembiayaan 

Multiguna Dengan Cara Fasilitas Dana. 

Bab 5. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan-permasalahan 

hukum yang telah dibahas dalam penelitian ini sebagai suatu legal problem 

solving. 

  


